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ABSTRAK

Nur Hikmah, Tahun 2018. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap
Penerimaan Kas Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang,
Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar.Dibimbing oleh Pembimbing I (H. Ansyarif Khalid) dan
Pembimbing I I( Ismail Rasulong).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal
terhadap penerimaan kas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang
melalui peraturan pemerintah No 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian
intern pemerintah tahun anggaran 2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data
yang digunakan adalah kualitatif. Teknik yang digunakan yaitu observasi,
dokumentasi dan wawancara. Alat analisis yang digunakan yaitu peraturan
pemerintah no 60 tahun 2008 tentang SPIP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa di
badan pendapatan daerah kabupaten enrekang telah berjalan dengan baik
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 dan teori yang
digunakan.

Kata Kunci : Sistem pengendalian internal, penerimaan kas



ABSTRACT

Nur Hikmah, 2018. Evaluation of the Internal Control System Against Cash
Receipt at the Regional Revenue Agency of Enrekang Regency, Thesis
Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah
University of Makassar. Guided by Supervisor I (H. Ansyarif Khalid) and Advisor
II (Ismail Rasulong).

This study aims to evaluate the internal control system of cash receipt in
enrekang district revenue agencies through government regulation No. 60 of
2008 about the government’s internal control system for the 2017 budget year.
the type of researsh used inthis study with a qualitative approach. the data used
is qualitative. the technique used is observation and documentation. while the
analysis tool used is government regulation No. 60 of 2008 about SPIP.

Based on the result of the research conducted it can be concluded that in the
enrekang district revenue agency has run well in accordance PP No. 60 of 2008.

Key words: Internal Control System, Cash Receipt
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi saat ini telah membawa beberapa perubahan. Salah satu

perubahan adalah diberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk

menyelenggarakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang-

undang. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih

memberikan pelayanan publik yang didasarkan pada asas-asas pelayanan

publik yang meliputi transparasi, partisipasi, kesaman hak, keseimbangan

hak dengan pembahruan manajemen keuangan. Hal ini ditandai dengan

perubahan yang sangat mendasar mulai sistem penganggaran,

perbendaharaan sampai pada pengelolaan laporan keuangan

Pemerintah sebagai organisasi yang paling bertanggung jawab untuk

mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dituntut untuk mengelola

pemerintah secara profesional dan efisien. Oleh karenanya, perlu dilakukan

perbaikan dan pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah agar

dapat berjalan dengan baik, terutama dalam aspek anggaran, sistem

akuntansi dan pemeriksaan. Selain itu, mengingat kas organisasi seperti

yang ada pada pemerintah daerah tidak lain adalah milik masyarakat yang

harus dapat dijamin keberadaannya. Pemerintah daerah harus memberikan

perhatian khusus terhadap perancangan, pembuatan, dan perbaikan sistem

dan prosedur akuntansi kas yang dimilikinya.



Sistem akuntansi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam

pengendalian internal terhadap semua kegiatan agar sesuai dengan rencana

dan kebijakan yang telah ditentukan. Oleh karenanya, sistem akuntansi

harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengendalian

internal.

Sistem pengendalian internal meliputi berbagai kebijakan terkait dengan

catatan keuangan, memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan

keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta

penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otoritas yang memadai,

memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak

material pada laporan keuangan pemerintah. Salah satu sistem akuntansi

yang digunakan oleh lembaga pemerintah adalah sistem penerimaan kas.

Sistem ini menagani penerimaan kas yang terjadi secara rutin padah sebuah

lembaga pemerintah.

Penerpan sistem penerimaan kas pada lembaga pemerintah dengan

memisahkan fungsi penyimpanan, pelaksanaan, dan pencatatan.

Pengendalian internal terhadap penerimaan kas harus terintegrasi dalam

bentuk tindakan dan kegiatan. Selain itu tentunya harus dilaksanakan oleh

semua anggota organisasi tidak terkecualipimpinan maupun staf/pegawai,

pimpinan tertinggi atau top managemen. Penerapan sistem pengendalian

intenal terhadap kas pada akhirnya menjadi salah satu agenda penting bagi

setiap instansi pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang yang merupakan

salah satu satuan kerja perangkat daerah dituntut dapat melaksanakan



efisiensi dan efektifitas anggaran. Badan Pendapatan harus fokus dan

berintegritas dalam menjalankan tuntutan ini. Dalam melaksanakan tuntutan

tersebut pimpinan harus dapat melaksanakan pengawasan secara

menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan dan kebocoran. Data akuntansi

merupkan salah satu jalan keluar dalam mengatasi masalah tersebut, karena

melalui data ini akan terwujud sistem pengendalian yang optimal dan

terciptanya sistem pengawasan yang ketat.

Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman

pada PP nomor 60 tahun 2008 tentang sisitem pengendalian intern

pemerintah. Sistem pengendalian intern sangat penting dalam menunjang

perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung

untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai

cerminan dari kinerja yang baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah yang buruk dan penyajian yang belum dapat diharapkan secara

wajar, salah satunya bisa disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern.

Pada setiap Badan Pendapatan Daerah membutuhkan sarana

pengendalian internal agar seluruh kegiatannya terarah kepada pencapaian

tujuan yang ditetapkan. Salah satu sarana yang dapat digunakan

manajemen untuk mengarahkan anggota organisasinya di dalam bidang

keuangan adalah pengendalian internal terhadap penerimaan kas. Oleh

karena itu, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan

keuangan daerah, maka kebutuhan sistem pengendalian internal sangatlah

diperlukan. Sistem pengendalian internal tersebut mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus

dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Dengan



demikian, diharapkan sistem pengendalian internal tersebut dapat berfungsi

sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur penyajian efektivitas

penyelenggaraan sistem pengendalian internal. Pengembangan unsur

sistem pengendalian internal perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat

(cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran

efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara

komperhensif.

Penelitian mengenai sistem pengendalian internal pemerintah terhadap

kas telah banyak dilakukan. Tetapi dalam hal ini hanya menjelaskan tentang

sistem pengendalian internal secara umum. Adapun perbedaan antara

penelitian sekarang dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada

tempat penelitiannya yang kebanyakan di dinas pendaptan, pengelolaan

keuangan, dan aset daerah sehingga mencakup semua penerimaan dan

pengeluaran kas daerah. Sedangkan  tempat penelitian hanya ada di Badan

pendapatan daerah yang hanya mencakup tentang penerimaan kas daerah

saja.

Uraian tersebut menunjukan perlu dilakukan suatu evaluasi terhadap

sistem pengendalian internal penerimaan kas yang sudah diterapkan

dikantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang. Evaluasi ini

diperlukan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan atau

menindaklanjuti atas temuan-temuan yang telah diperoleh, sehingga pihak

manajemen dapat melakukan perbaikan-perbaikan dalam kegiatan atas

fungsi-fungsi terkait.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengangkat hal

tersebut dalam sebuah tulisan dengan judul "Evaluasi Sistem



Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Kas Pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka

masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah sistem pengendalian

internal terhadap penerimaan kas pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Enrekang telah berjalan dengan baik, ditinjau dari unsur sistem

pengendalian internal yang baik ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah

sistem pengendalian internal terhadap penerimaan kas pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang telah berjalan dengan baik,

ditinjau dari unsur sistem pengendalian internal yang baik.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

a. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal pada

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang telah sesuai

dengan peraturan sistem pengendalian internal menurut Peraturan

dan Ketentuan yang berlaku dan diharapkan Pemerintah Kabupaten

Enrekang khususnya Badan Pendapatan Daerah, dapat mengambil

manfaat untuk lebih meningkatkan pengendalian internal terhadap

pengelolaan kasnya.

b. Bagi universitas, sebagai bahan reverensi bagi mahasiswa yang

akan melakukan penelitian pada masalah yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu

perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa

evaluasi maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi

tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya.

Kata evaluasi berasal dari bahasa inggris evaluation yang berarti

penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily,2007). Sedangkan

menurut Stufflebeam yang dikutip oleh Wirawan (2011), mendefinisikan

evaluasi sebagai suatu proses mengabambarkan keputusan. Menurut

definisi ini, maka istilah evaluasi itu mengandung pengertian suatu

tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.

Berdasarkan pengertian sebelumnya, maka disimpulkan bahwa

evaluasi merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan terhadap

suatu hal dengan tujuan untuk mengetahui hasilnya, apakah baik, cukup

baik atau buruk.

2. Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola

yang terpadu untuk melakasanakan kegiatan pokok perusahaan

(Mulyadi,2014:05).

Sistem diperlukan dalam suatu organisasi atau pemerintahan agar

pelaksanaan pekerjaan dapat terstruktur dan tersusun sehingga



transaksi-transaksi yang terjadi berjalan sesuai dengan prosedur. Setiap

organisasi memerlukan sistem akuntansi atas kegiatan yang dilakukan.

Sistem akuntansi berguna untuk menyediakan informasi akuntansi yang

membantu manajemen didalam mengelola dan menyediakan organisasi

yang dipimpinnya. Sistem akuntansi kas dalam penelitian ini adalah

sistem akuntansi yang diterapkan dalam mencatat transaksi yang

berhubungan dengan kas, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran

kas.

Menurut (Mulyadi,2013:3) sistem akuntansi adalah organisasi

formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen

dalam pengelolaan.

Menurut (Bordnard dan Hopwood,2008:181) sistem akuntansi

adalah suatu organisasi terdiri dari metode dan catatan-catatan yang

dibuat untuk mengidentifikasikan, mengumpulkan, menganalisis,

mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan

menyelenggarakan pertanggungjawaban bagi aktivitas dan kewajiban

yang berkaitan.

Menurut (Baridwan,2008:4) sistem akuntansi adalah formulir-

formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang

digunakan untuk mengelola data-data mengenai usulan suatu kesatuan

ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan baik dalam bentuk

laporan-laporan yang digunakan oleh manajemen untuk mengawasi

usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti



pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk

memulai hasil operasi.

Beberapa defenisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem

akuntansi adalah suatu organisasi formulir, catatan, prosedur, dan

laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan

informasi akuntansi yang berguna dalam pengelolaan dan pengendalian

organisasi. Sistem akuntansi dapat memudahkan organisasi dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pengawasan terhadap

apa yang telah dilaksanakan.

3. Sistem Penerimaan Kas

Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat

paling lancar dan paling mudah berpindah tangan dalam satu transaksi

(Martonon dan Harjito,2008:116). PP nomor 71 tahun 2010, menyatakan

kas adalah uang tunai dan  saldo simpanan di bank yang setiap saat

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas sebagai bagian dari sistem transaksi, memiliki ciri-ciri umum

yang membedakannya dengan sistem transaksi lainya. Ciri-ciri tersebut

adalah:

a. Bersifat lancar, mudah,dan bisa cepat diuangkan.

b. Memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga bisa dipakai untuk

alat bayar di perusahaan atau pemerintahaan.

c. Dapat dirancang pengeluaran dan penerimaanya,serta dikendalikan

oleh perusahaan atau instansi yang berkaitan.

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa kas adalah alat

pertukaran dan alat pembayaran yang diterima untuk pelunasan hutang,



dan dapat diterima sebagai setoran dengan jumlah sebesar nilai

nominalnya, juga simpanan bank atau tempat lain yang dapat di ambil

sewaktu-waktu. Di dalam suatu organisasi atau perusahaan diperlukan

adanya kegiatan transaksi-transaksi keuangan,baik itu pada perusahaan

maupun pemerintahan.Transaksi-transaksi ini dimaksudkan sebagai

informasi arus kas yang berguna sebagai indikator jumlah arus di masa

yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas

taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Di dalam suatu organisasi atau perusahaan diperlukan adanya

kegiatan transaksi-transaksi keuangan, baik itu pada perusahaan

maupun pemerintahan. Transaksi-transaksi ini dimaksudkan sebagai

informasi arus kas yang berguna sebagai indikator jumlah arus kas di

masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas

taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Arus kas merupakan suatu proses pergerakan dana tunai masuk

dan keluar dari suatu bisnis perusahaan. Arus kas bersih dapat

ditentukan dengan melakukan pengukuran perubahan yang terjadi di

dalam neraca suatu perusahaan pada masa tertentu. Menurut Fess,

Niswonger, Reeve, Warren (2007), arus kas adalah salah satu dari

laporan keuangan dasar yang berguna bagi manajemen dalam

mengevaluasi operasi masa lalu dan dalam merencanakan aktifitas

investasi serta pembiayaan dimasa depan laporan ini berguna bagi para

investor, kreditor dan pihak lainnya dalam menilai potensi laba

perusahaan. Laporan arus kas (statement of cash flow) melaporkan arus



kas masuk dan arus kas keluar yang utama dari suatu perusahaan

selama satu periode.

Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 menyatakan laporan

arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan

keluar selama satu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.

Sistem pengendalian intern terhadap penerimaan kas sangat

membantu organisasi pemerintahdalam kegiatan operasionalnya.

Semua penerimaan daerah dalam rangka melaksanakan urusan

pemerintah dikelolah dalam APBD.

Prosedur akuntansi peneriman kas adalah serangkaian proses, baik

manual maupun terkomputerisasi, mulia dari pencatatan, penggolongan,

dan peningkatan transasksi dan atau kejadian keuangan, hingga

pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada Satuan Kerja

Perangkat Desa (SKPD) dan/atau Satuan Kerja Pengelolah Keuangan

Daerah (SKPKD) (Abdul Halim 2013:83).

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas

umum negara/daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman,

penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan

negara/daerah, penerimaan pinjaman yang diberikan kepada pihak

ketiga, pemjualan investasi permanen lainya, dan pencairan dana

cadangan.

4. Pengendalian Internal

a. Sistem pengendalian intern



Reeve (2009:224), pengendalian intern adalah kebijakan dan

prosedur yang melindungi aset dari penyalahgunaan, memastikan

keakuratan informasi bisnis, serta memastikan hukum dan

peraturan yang berlaku  telah diikuti.

Definisi pengendalian intern menurut Committee Of Sponsoring

Organization Treadway Commision (COSO), yang dikutip oleh

Azhar Susanto (2010:103) pengendalian intern adalah suatu proses

yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan

yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan

bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai, ketaatan terhadap

undang-undang yang berlaku.

Hasil pemeriksaan pada instansi pemerintah oleh aparat

pengawasan fungsional, baik intern maupun eksternal, selama ini

menunjukan pelaksanaan atas pengawasan melekat dimaksud

belum optimal antara lain masih terdapat pelanggaran disiplin,

tingkat prestasi kerja yang belum memadai, penyalahgunaan

wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan Negara,

pelayanan kepada masyarakat yang belum memuaskan. Beberapa

hal tersebut, diperlukan penempurnaan sistem pengendalian intern

didalam lingkungan pemerintahan.

b. Pengendalian Intern Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 menyebutkan bahwa,

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan



memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun pengertian sistem pengendalian intern menurut Indra

Bastian  dalam buku Audit Sektor Publik (2007:7) adalah suatu

proses  dijalankan eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan

segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan

yang memadai tentang pencapaian tiga golongan yang terdiri atas:

1) keadaan laporan keuangan,

2) kepatuhan  terhadap hukum,

3) efektifitas dan efisiensi operasi.

Berdasarkan semua pengertian dapat disimpulkan bahwa

sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dirancang

untuk dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh

pegawai dengan tujuan untuk menghasilkan informasi keuangan

yang dapat diandalkan, melaksanakan kegiatan operasional secara

efektif dan efisien, mengamankan aset negara, dan mematuhi

peraturan perundang-undangan.

c. Tujuan sistem pengendalian intern

Suatu organisasi didirikan karena adanya tujuan yang ingin

dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka seluruh elemen

dalam organisasi harus dimotivasi dan diarahkan agar dapat

bekerjasama dalam mencapai tujuan tersebut. Tindakan untuk

menjamin tercapainya tujuan organisasi disebut sebagai

pengendalian.



Tujuan dibagunnya sistem pengendalian intern menurut

Mahmudi (2011:252) yaitu :

1) Melindungi aset negara baik aset fisik maupun data

2) Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat

3) Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan

andal

4) Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan

pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang

berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)

5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi organisasi

6) Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan

Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan

keyakinan yang memadai tentang :

1) Tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan

penyelenggaraan pemerintah Negara

2) Keandalan Pelaporan Keuangan

3) Pengamanan Aset Negara

4) Ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan

d. Komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2008

tentang sistem pengendalian intern pemerintah, mengemukakan

unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1) Lingkungan pengendalian.



Lingkungan pengendalian merupakan unsur yang paling

penting yang mempengaruhi unsur-unsur lainya. Lingkungan

pengendalian yang buruk akan memberikan kontribusi yang

signifikan di dalam kegagalan efektivitas unsur SPIP lainya.

Lingkungan pengendalian merupakan komponen

pengendalian yang bersifat soft control dinamis sehingga teknis

yang digunakan untuk menilai keberadaan dan efektifitas

diperoleh dari pendapatan dan persepsi para pegawai

dibandingkan dengan kondisi fisiknya.

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 4

mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan

dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan

perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam

lingkungan kerjanya melalui delapan sub unsur lingkungan

pengendalian sebagai berikut:

a) Penegakan integrasi dan nilai etika.

b) Komitmen terhadap kompetensi.

c) Kepemimpinan yang kondusif.

d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan

kebutuhan .

e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumber daya manusia .

g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah

yang efektif,dan



h) Hubungan atas penilaian resiko kerja yang baik dengan

Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian risiko.

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem

pengendalian internal pemerintah mendefinisikan risiko sebagi

suatu kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian

tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Definisi tersebut

menitik beratkan pada adanya ketidakpastian yang dapat

mendatangkan risiko. Oleh karena itu sehubungan dengan

resiko yang dihadapinya, pimpinan instansi harus melakukan

penilaian terhadap risiko yang dihadapinya.

Penilain resiko sendiri didefinisikan dalam peraturan

pemerintah tersebut sebagai kegiatan penialian atas

kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan

dan sasaran instansi pemerintah.

Unsur penialian risiko dijabarkan kedalam dua sub unsur,

yaitu:

a) Identifikasi risiko

Identifikasi risiko sebagai mana dimaksud sekurang-

kurangnya dilaksanakan dengan:

1) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan

instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan

kegiatan secara komprehensif,



2) Menggunakan mekanisme yan memadai untuk

mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor

internal

3) menilai faktor lain yang dapat menigkatkan resiko.

b) Analisis risiko

Analisis risiko yang dimaksud disini yaitu menentukan

dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap

pencapaian tujuan instansi pemerintah.

3) Kegiatan pengendalian.

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlakukan

untuk mengatasi risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan

serta prosedur, untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi

risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan tujuan instansi pemerintah, kegiatan

pengendalian berkaitan dengan operasi, laporan keuangan,

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undagan serta

pengamanan aset negara. Meskipun kegiatan pengendalian

berkaitan dengan salah satu pengendalian tersebut, namun

dalam prakteknya saling berhubungan, tergantung

lingkungannya.

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem

pengendaliana internal pemerintah menjabarkan unsur kegiatan

pengendalian ke dalam sebelas sub unsur, yaitu :

a) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

b) Pembinaan sumber daya manusia



c) Pengendalian atas pengolahan sistem informasi

d) Pengendalian fisik atas aset

e) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

f) Pemisahan fungsi

g) Otorisasi atas traansaksi dan kejadian penting

h) Pencataan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan

kejadian

i) Pembatasan akses sumber daya dan pencatatanya

j) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal

serta transaksi dan kejadian penting.

4) Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah proses pengumpulan

dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk

melaksanakan, mengelolah, dan mengendalikan kegiatan

instansi. Kualitas sistem informasi dan komunikasi

mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat

keputusan yang tepat dalam  mengendalikan kegiatan

instansi dan untuk menyajikan laporan yang dapat

diandalkan.

Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan

penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat

melakukan tanggung jawabnya, termasuk pemahaman akan

peran dan tanggung jawabnya, sehubungan dengan

pengendalian internal.



Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang

sistem pengendalian internal pemerintah menjabarkan unsur

informasi dan komunikasi ke dalam dua sub unsur, yaitu:

a) Sarana komunikasi maksudnya menyediakan

memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.

b) Manajemen sistem informasi maksudnya mengelola,

mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi

secara terus menerus.

5) Pemantauan

Tanggung jawab penting pimpinan suatu organisasi adalah

membangun dan mempertahankan pengendalian internalnya.

Pimpinan perlu memantau pengendalian untuk memastikan

apakah pengendalian tersebut berfungsi seperti yang

diharapkan dan apakah diperlakukan perbaikan atau

perubahan karena berubahnya kondisi lingkungan.

Dalam membaguan maupun mengevaluasi pengendalian

internal suatu lembaga atau instansi pemerintah, dibutuhkan

kerangka. Oleh karena itu peraturan pemerintah nomor 60

tahun 2008 menjabarkan unsur pemantauan pengendalian

internal ke dalam tiga sub unsur, yaitu :

a) Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui

kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan,

rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam

pelaksanaan tugas.



b) Evaluasi terpisah

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri,

reviu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.

c) Tindak lanjut

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainya harus

segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan

mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu

lainnya yang ditetapkan.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai

terhadap empat hal sebagai berikut:

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan

penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Keandalan pelaporan keuangan.

3. Pengamanan aset negara.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Sistem pengendalian internal pemerintah sesuai dengan tujuan

di atas mengisyaratkan bahwa adanya jaminan pelaksanaan tugas

yang jujur dan taat peraturan pada instansi pemerintah mulai dari

pimpinan sampai seluruh pegawai ketika SPIP dijalankan dengan

baik. Dampak yang ditimbulkan yaitu tidak terjadinya

penyelewengan atau kecurangan yang berakibat pada kerugian

negara. Penerapan pengendalian yang baik juga dapat dibuktikan



dengan misalnya melaui laporan keuangan pemerintah yang

mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

B. Penelitian terdahulu

Ada beberapa penelitian yang mendasari penelitian terkait masalah

sistem pengendalian internal kas, diantaranya sebagai berikut :



Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

No Nama Judul penelitian Hasil penelitian

1. Venna

Maria

Aroran,

Jantje

Tinangon,

Dan Novi S.

Budiarso

(2016)

Evaluasi

Penerapan

Sistem

Pengendalian

Penerimaan Kas

Dinas

Pendapatan

Daerah Kota

Manado

evaluasi penerapan sistem pengendalian

penerimaan kas menunjukan, dalam

mewujudkan pengelolaan keuangan negara

yang akuntabel dan transparan, Dinas

Pendapatan Daerah Kota Manado

melaksanakan sistem pengendalian

penerimaan kas untuk mengontrol jalannya

pelaporan penerimaan kas dan kegiatan

lainya sesuai dengan  komponen-

komponen peraturan pemerintah No 60

tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah telah berjalan dengan

semestinya.

2. Dandy

Girindra

Wardhana

tahun

(2013)

Evaluasi Sistem

Pengendalian

Intern Pada Dinas

Kepolisian Polres

Kabuapaten

Bondowoso

sistem pengendalian intern pada Dinas

Kepolisian Polres Kabuapaten Bondowoso

masih belum sepenuhnya berjalan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku di

pemerintahan. Hal ini disebabkan Polres

Kabuapaten Bondowoso kekurangan

jumlah personil serta staf, yang

mengakibatkan tumpang tindihnya

pembagian tugas dan wewenang yang

dimana hal ini dapat mengakibatkan

kecurangan sewaktu-waktu. Tidak hanya

itu, ketika pengendalian intern akuntansi

yang diterapkan masih lemah, maka

kendala yang disajikan dalam laporan

keuangan akan diragukan sehingga

kegiatan pengendalianya tidak sesuai



dengan penelitian yang digunakan.

3. A.asriani

(2017)

Pengaruh

elemen-elemen

sistem

pengendalian

internal

pemerintah

terhadap kualitas

laporan keuangan

pada pemerintah

provinsi Sulawesi

Selatan

Semua elemen-elemen sistem

pengendalian internal pemerintah

berpengaruh signifikan terhadap kualiat

laporan keuangan pada Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan

4. Gabriella

Margaretha

Kaligis,

Ventje Ilat,

Winston

Pontoh

(2015)

Analisis

penerapan sistem

pengendalian

intern kas pada

dinas pendapatan

daerah kota

Bitung

Sistem pengendalian internl kas yang

diterapkan oleh Dinas Pendapatan Kota

Bitung telah efektif dan memadai,

pemisahan tugas yang cukup yang

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota

Bitung, sistem dan prosedur sudah efektif

5. Brejita

Mamuaja

Analisis efektifitas

penerapan sistem

pengendalian

intern terhadap

kinerja instansi

pemerintah di

Dinas

Pendapatan Kota

Manado

Sistem pengendalian yang di terapkan

Dinas Pendapatan Kota Manado telah

efektif dalam menunjang instansi

pemerintah sesuai dengan unsur-unsur

dalam Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah UU 60 Tahun 2008



C. Kerangka Konsep

Dalam suatu organisasi atau perusahaan khususnya yang ada di Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, peranan laporan realisasi

anggaran baik itu kas masuk dan kas keluar sangat penting. Karena dari arus

kas masuk dan arus kas keluar itu sendiri peranan pengendalian intern

tercipta agar tidak terjadi penggelapan di dalam penerimaan kas.

Kas merupakan aktiva yang paling lancar guna memenuhi kewajiban-

kewajiban yang sifatnya tidak bisa ditunda-tunda. Jika jumlah uang kas terlalu

melampaui dari jumlah kas yang dibutuhkan dan tidak mengalami perputaran

sehingga mudah diselewengkan dan digunakan tidak semestinya oleh

karyawan. Karena uang kas merupakan harta yang paling bernilai dari aktiva

lainnya.

Gambar 2.1

Kerangka Konsep

Kabupaten Enrekang

Sistem Penerimaan Kas

Badan Pendapatan Daerah

Sistem pengendalian internal



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan

peneltian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bagdan dan Taylor dalam

Moleang, 2012:4)

Jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data

Kualitatif, merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala angka-angka

atau data  yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian.

B. Fokus Penelitian

Agar mencapai pengendalian intern yang memadai maka

diperlukan beberapa komponen SPIP terdiri atas:

1. Lingkungan pengendalian

2. Penilaian Risiko

3. Kegiatan pengendalian

4. Informasi dan komunikasi

5. Pemantauan

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Enrekang yang terletak di Enrekang Kabupaten Enrekang

Provinsi Sulawesi Selatan.



D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan

dicatat oleh pihak lain).

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang

berasal dari data internal perusahaan/instansi, data kualitatif dibutuhkan

untuk menjelaskan dan menganalisis data dengan cara pengumpulan dan

penyusunan data, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan

landasan teori yang ada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

1. Observasi

Teknik observasi meliputi kegiatan secara langsung terhadap

objek yang diteliti untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Pada proses wawancara dilakukan percakapan oleh dua pihak,

yaitu pewawancara dan terwawancara. Terwawancara memberikan



jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara terkait

dengan permasalahan yang dibahas, yang dilakukan pada pimpinan

atau karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

F. Instrumen Penelitian

Alat analisis yang digunakan yaitu UU No. 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

G. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis

kualitatif, yaitu teknik pengelolahan data dengan menggunakan kata-kata

atau kalimat dengan dasar teori-teori yang mendukung dan berkaitan

dengan permasalahan tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan

saran-saran perbaikan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang terbentang di sebelah disebelah utara propinsi

Sulawesi Selatan yang pada sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten

Tana Toraja, sebelah barat dengan Kabupaten Pinrang, sebelah selatan

dengan Kabupaten Sidrap sebelah timur dengan Kabupaten Luwu. Wilayah

yang seluas 75.175 ha terbagi menjadi 12 Kecamatan dan 129

Desa/Kelurahan.

Kabupaten Enrekang memiliki topografi wilayah yang beragam. wilayah

bagian Utara merupakan dataran tinggi yang berbukit – bukit dan

bergelombang sedangkan wilayah bagian selatan merupakan dataran

rendah. ketinggian dari permukaan laut bervariasi mulai dari 70 sampai

3000.

Kabupaten Enrekang juga dialiri sungai besar dan kecil, seperti sungai

saddang, sungai mata allo, sungai mamasa, sungai date, sungai malua,

sungai narrang, sungai leon sungai bungin sungai tallang rilau sungai bala

bai sungai pasui dan sungai tabang. Hal ini menyebabkan Kabupaten

Enrekang memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, hutan, padang

rumput, dan memungkinkan berkembangnya berbagai komoditi pertanian,

perkebunan, peternakan dan perikanan.

Sementara itu keindahan alamnya yang menawan dengan barisan

gunung dan perbukitan yang mempesona merupakan salah satu potensi



pariwisata yang telah dikenal oleh wisatawan domestic maupun

mancanegara. Tidak hanya itu, terindikasinya zona alterasi dan mineralitas

yang membawa mineral logam, endapan pasir besi serta bahan galian

industri di wilayahnya membuat Kabupaten Enrekang memiliki potensi yang

cukup besar di sektor pertambangan.

Kabupaten Enrekang sebagai Daerah Otonom yang mempunyai

wewenang Otonomi Daerah di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam

rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan menyeluruh, pemerintah

daerah memandang perlu untuk membentuk suatu badan atau lembaga

daerah untuk melaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten

Enrekang dalam hal ini, Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom

yang lain sebagai Dinas Eksekutif  Daerah merasa perlu untuk membentuk

susunan Organisasi dan tata Kerja dinas-dinas Daerah yang disesuaikan

dengan kewenangan yang dimiliki, karakteristik, potensi, kebutuhan,

kemapuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sejarah Singkat BAPENDA Kabupaten Enrekang

Setiap SKPD di Kab. Enrekang dalam menyusun rencana strategis

harus ada benang merah dengan visi, misi. Visi dam misi Bupati dan wakil

Bupati, karena “di Era pemilihan kepada daerah secara langsung, janji-janji

politik di masa kampanye harus dipertanggung jawabkan”. Oleh karena itu “

RPJMD kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 merupakan satu bagian yang

utuh dari manjemen kerja di lingkungan pemerintah Kab. Enrekang

khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah



tertuangbaik dalam RPJP Daerah Kab. Enrekang maupun yang akan

dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD”.

Mengingat struktur organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah

Kab. Enrekang yang tertuang dalam perda Nomor 11 tahun 2016 tentang

pembentuakan dan susunan organisasi, perangkat daerah Kab. Erekang,

maka semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang,

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan

milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

perlu dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan

memperhatikn rasa keadialn dan kepatuan” maka penjabaran RPJMD Kab.

Enrekang untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan

rancangan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten

Enrekang”.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Badan Pendapatan Daerah

berkewajiban menyusun rencana strategis berdasarkan skala prioritas

kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi

dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Enrekang.

Serta tetap memperhatikan kebijakan dari Bupati yang diserahi kekuasaan

atas pengelolaan keuangan Negara dari persiden “kekuasaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1)…diserahakn kepada Gubernur/bupati/walikota

selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan

mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang

dipisahakan” (UU no 17 tahun 2003, pasal 6 ayat 2 poin c).



C. Landasan Hukum

Penyusunan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kab.

Enrekang  tahun 2014-2018  adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan

Negara

2. Undang-undang nomor 25 tahun  2004 tentang system perencanaan

Pembangunan nasional (SPPN)

3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

4. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

antara pemerintah  pusat dan daerah.

5. Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

6. PP nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas

penyelanggaraan pemerintah daerah

7. PP nomor 65 tahun 2001 tentang pelaporan penyelenggaraan

pemerintah daerah

8. Permendagri nomor 13 tahun 2006 & nomor 59 tahun 2007 tentang

keuangan daerah dan penyampaiaannya.

9. Kep. Manpan no. KEP/35/M.PAN/3/2004 tentang pedoman koordinasi

penanganan program pendayagunaan aparatur Negara

10. Perda no. 29 tahun 2002 pedoman pengurusan, pertanggung jawaban &

keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata

usaha keuangan Daerah & penyusunan perhitungan APBD.



11. Perda no. 08 tahun 2002 tentang cara pengelolaan dan pertanggung

jawaban keuangan daerah.

12. Perda Kab. Enrekang no. 11 tahun 2016 tentang pembentukan, susunan

organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah kab. Enrekang

13. Perda no 10 tahun 2008 tentang susunan perencanaan partisifatif

pembangunan Daerah.

Kedudukan Renstra Badan Pendapatan Daerah dalam perencanaan

daerah merupakan suatu bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam

pengelolaan keuangan daerah kab. Enrekang meliputi

penerimaan/pemungutan pendapatan daerah, belanja  daerah untuk

mensinergiskan seluruh program pembangunan yang telah dituangkan

dalam RPJP, RPJMD, RKPD dan renstra 42 SKPD yang ditetapakan dalam

perda No. 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi,

perangkat daerah kab. Enrekang.

Peranan Renstra Badan Pendapatan Daerah dalam perencanaan

daerah sebagai guideline dalam menyusun kebijakan pengelolaan APBD

dan rancangan perubahan APBD, dalam pelaksanaan pemungutan

pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah,

melaksanakan fungsi sebagai pengelola Pendapatan Daerah.

D. Maksud dan tujuan BAPENDA Kab. Enrekang.

Maksud penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2014 -

2018 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD, Dana

perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanan

pengelolaan belanja langsung selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan demikian Renstra Dinas Bapenda merupakan “guideline” dalam



membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten

Enrekang dari tahun 2014-2018.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2014-

2018 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan  PPAS,

DPA demi lancarnya lancarnya pelaksanaan program yang tetapkan dalam

KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Enrekang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

sesuai dengan potensi yang tersedia.

E. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kepala Bapenda mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang pendapatan daerah serta tugas –tugas lainnya

yang diberikan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) kepala Bapenda

berfungsi sebagai berikut :

1) Menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah baik

dalam jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

2) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi urusan

umum, kepegawaian dan urusan keuangan.

3) Perumusan kebijakan secara tehnis bidang pendapatan.

4) Penyelenggaraan kegiatan tehnis operasional yang meliputi bidang

pendaftaran, bidang pendataan, bidang penetapan, bidang

pembukuan pelaporan dan bidang pembinaan dan pengawasan.

5) Pembinaan terhadap unit pelaksana tehnis sesuai lingkup tugasnya.

6) Penyelenggaraan administrasi dan pelaporan umum kepada

masyarakat dalam lingkup tugasnya.



7) Menyusun laporang keuangan yang merupakan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

8) Menyususn Anggaran satuan kerja Bapenda

9) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

10) Melaksanakan anggaran satuan kerja Bapenda

11) Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak

12) Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab

satuan kerja Bapenda

13) Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung

jawab kerja Bapenda

14) Menyusun laporan keuangan Bapenda

15) Menentukan potensi dan jenis sumber penerimaan daerah

16) Menyetujui rancangan anggaran Bapenda

17) Menjadi tim anggaran eksekutif yang bertanggung jawab utama

terhadap besarnya persetujuan anggaran unit kerja

18) Menyetujui setiap penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku

19) Mengefektifkan realisasi penerimaan sehingga mencapai target atau

bahkan melebihi target penerimaan dalam APBD tahun berjalan

20) Mengawasi pengadministrasian dan pembukuan setiap penerimaan

telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

21) Mengevaluasi anggaran pendapatan  setiap unit kerja

22) Memperlancar urusan kepegawaian dalam lingkungan Bapenda

sesuai ketentuan yang berlaku

23) Mencegah terjadinya penyalagunaan dana



24) Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPD) perubahan APBD, dan Nota Keuangan

25) Menyetujuai anggaran kas bulan

26) Menyiapkan informasi penerimaan keuangan daerah sesuai

kebutuhan atasan.

27) Membantu kelancaran pemeriksaan penerimaan keuangan daerah

yang dilakukan oleh badan atau lembaga pemeriksa internal dan

eksternal

28) Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya

29) Membuat telahaan staf kepada atasannya atas sesuatu aturan atau

kebijakan yang terkait dengan bidang tugasnya dan kondisi unit

kerjanya atau unit kerja atasannya.

30) Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk

mendorong kelancaran tugas

31) Melapor hasil palaksanaan tugas kepada atasannya

32) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Bapenda

Sekretaris Bapenda mempunyai tugas melaksanakan urusan umum

dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian , Keuangan serta perencanaan

Badan Pendapatan Daerah.

Dalam pelaksanan tugas tersebut pada ayat (1) Sekretaris Bapenda

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya

untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberiakan oleh atasan.



c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d. Mengkordinasikan RKA dan DPA dalam lingkup Bapenda kepada

pimpinan

e. Mengevaluasi terhadap rencana kebutuhan perlengkapan, dan

anggaran dalam lingkup Bapenda baik pembelanjaannya

penggunaannya, pembukuannya dan pelaporan

f. Menjamin bahwa seluruh perlengkapan dan kas operasional

Bapenda dari pencurian atau kehilangan

g. Menyetujui konsep surat menyurat, surat keputusan dan surat tugas

dari pejabat dalam lingkup Badan Pendapatan daerah

h. Mempelajari penjelasan setiap ketentuan yang berkaitan dengan

kepegawaian, khususnya yang terkait dengan Bapenda dan

mengusulkan untuk di terapkan.

i. Menjamin pengadministrasian data-data kepegawaian dalam lingkup

Bapenda.

j. Memberikan pelayanan teknis terhadap bidang dilingkup Bapenda

dalam pelaksanaan

k. Mengevaluasi hasil analisis jabatan dalam lingkungan Bapenda

l. Membantu mempercepat pengurusan kepegawaian bagi pegawai

Bapenda

m. Membuat telaahan staf kepada atasannya

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

yang di perintahkan atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan kegiatan administrasi dalam lingkungan Badan Pendapatan

daerah dan membantu pejabat dalam memperlancar kegiatannya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Sub

Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mempelajari Peraturan perundang – undangan  dan ketentuan

lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d. Membuat konsep – konsep surat menyurat, surat keputusan dan

surat tugas dari pejabat dalam lingkungan Bapenda dan

mengadministrasikannya.

e. Mempelajari setiap ketentuan yang berkaitan dengan kepegawaian,

khususnya yang terkait dengan Bapenda dan mengusulkan untuk

ditetapkan.

f. Mengadministrasikan  data kepegawaian dalam lingkungan Bapenda.

g. Menganalisis jabatan dalam Bapenda.

h. Mengusulkan kenaikan pangkat bagi pegawai Bapenda yang telah

memenuhi persyaratan.

i. Membantu kebutuhan administrasi kepegawaian bagi pegawai

Bapenda yang membutuhkan.

j. Membantu mempercepat pengurusan pensiun bagi pegawai

Bapenda.



k. Menyusun anggaran kebutuhan dan pengelolaan sub bagiannya dan

membelanjakan sesuai ketentuan yang berlaku serta melakukan

realisasinya.

l. Menyusun rencana kebutuhan peralatan / perlengkapan dalam

lingkungan Bapenda, menggunakannya sesuai ketentuan,

membukukannya, dan melaporkannya.

m. Menyusun daftar urut kepangkatan  ( DUK ) Bapenda.

n. Membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai Bapenda.

o. Menerbitkan keputusan kenaikan gaji berkala pegawai Bapenda yang

telah memenuhi syarat.

p. Menjaga ketertiban  dan kebersihan kantor Bapenda.

q. Melaksanakan tugas keprotokoleran  dan Bakohumas.

r. Menginventarisir permasalahan pada sub bagian Umum dan

Kepagawaian serta mencari pemecahannya.

s. Menilai kerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.

t. Membuat telaahan staf kepada atasan.

u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

v. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

4. Sub Bagian Perencanaan

Kepala sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok

melakukan perencanaan pengembangan Bapenda dan Merencanakan

Anggaran Bapenda.

Dalam  melaksanakan tugas tersebuta pada ayat  ( 1 ) kepala Sub

Bagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :



a. Mempelajari Peraturan perundang – undangan dan ketentuan

lainnya untuk  menunjang pelaksanaan tugas.

b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d. Menyusun rencana anggaran satuan dan dokumen anggaran

satuan kerja Bapenda.

e. Menilai  kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.

f. Membuat telaahan staf  kepada atasannya.

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasannya.

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan.

5. Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai togas pokok melaporkan

Pengendalian  Administrasi  keuangan   Bapenda.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat  ( 1 ) kepala Sub

Bagian  Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mempelajari peraturan perundang – undangan  dan  ketentuan

lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c. Melaporkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pada Bapenda.

d. Menyusun dan melaporkan kegiatan Bapenda setiap bulannya.

e. Melakukan pengendalian terhadap pengelolaan  administrasi

keuangan Bapenda.

f. Menilai kinerja  unit  kerjanya dan seluruh stafnya.

g. Membuat telaahan staf  kepada atasannya.



h. Malaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan.



6. Bidang Perencanaan, Pendafataran dan Pendataan.

Kepala Bidang Perencanaan Pendafataran dan Pendataan

mempunyai tugas mengkoordinasikan dan  melakukan seluruh

Perencanaan pendaftaran dan pendataan wajib Pajak dan wajib

Retribusi  daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Bidang

Perencanaan pendaftaran dan pendataan  mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan

lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d. Menyusun rencana perumusan kebijakan dalam rangka

pelaksanaan kegiatan pada bidangn perencanaan pendapatan

Badan, pendaftaran dan pendataan.

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas –tugas lain yang ada pada

bidang perencanaan dan pendaftaran dan pendataan.

f. Melaksanakan pelayanan urusan perencanaan pendapatan daerah

serta pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi

daerah.

g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas – tugas

dibidang perencanaan pendaftaran dan pendataan.

h. Melakukan konsultasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

i. Menyusun rencana pendapatan daerah setiap tahun.

j. Menginventarisasi seluruh potensi pendapatan daerah.



k. Menetapkan target pendapatan daerah sebagai bahan penyusunan

APBD.

l. Mengkoordinir pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan

retribusi daerah.

m. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran.

n. Menghimpun seluruh objek pajak dan retribusi daerah yang akan

didaftar sebagai  wajib pajak dan retribusi.

o. Mengkoordinir pelaksanaan pendapatan wajib pajak dan retribusi

daerah dan penerimaan lainnya.

p. Mengkoordinir pelaksanaan validasi data.

q. Mengkoordinir pengukuran objek pajak dilapangan.

r. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada

bidang penerimaan pendaftaran dan pendataan.

s. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan

untuk mendorong kelancaran tugas.

t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

u. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugasnya.

7. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan

Kepala Sub Bidang perencanaan Pendapatan mempunyai tugas

pokok melaksanakan tugas bidangn perencanaan, pendaftaran dan

pendataan dalam urusan perencanaan pendapatan daerah, pendsaftaran

dan pendataan pajak dan retribusi  daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Sub

bidang perencanaan dan pendataan mempunyai fungsi sebagai berikut :



a. Mempelajari peraturan perundang –undangan dan ketentuan lainnya

untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d. Menggali dan menyusun potensi dan jenis sumber penerimaan pajak

dan retribusi daerah.

e. Mengadakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak dan

retribusi daerah.

f. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan

perencanaan pendapatan daerah

g. Pengaturan peyelenggaraan urusan perencanaan pendapatan

daerah.

h. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan perencanaan pendapatan

daerah.

i. Pengawasan penyelenggaraan urusan perencanaan pendapatan

daerah.

j. Menginventarisir seluruh penerimaan lain – lain PAD yang sah.

k. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.

l. Membuat telaahan staf kepada atasannya.

m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk

mendorong kelancaran  tugas

n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

8. Kepala Sub Bidang pendaftaran dan pendapatan



Kepala Sub Bidang pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas

pokok melaksanakan tugas bidang pendaftaran dan pendataan dalam

urusan pengelolaan pendaftaran dan pendataan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Sub

Bidang pendaftaran dan pendataan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya

untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d. Mengintensifkan penerimaan selain penerimaan pajak, retribusi dan

dana perimbangan.

e. Mengadministrasikan dan membukukan setiap jenis dan jumlah

penerimaan  dana perimbangan dan penerimaan lainnya sesuai

ketentuan yang berlaku.

f. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan pendaftaran

dan pendataan.

g. Pengaturan penyelenggaraan urusan pendaftaran dan pendataan.

h. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pendaftaran dan pendataan.

i. Pengawasan penyelenggaraan urusan pendaftaran dan pendataan.

j. Melakukan intensifikasi dan ekstensufikasi terhadap objek dan

subyek PBB.

k. Menginventarisir seluruh pendapatan lain –lain yang sah diluar PAD.

l. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.

m. Membuat telaahan staf kepada stafnya.



n. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk

mendorong kelancaran tugas.

o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Bidang Penetepan dan penerimaan lain – lain.

Kepala Bidang penetapan dan penerimaan lain – lain  mempunyai

tugas pokok melaksanakan tugas kepala bidang pennetapan pajak

daerah dan retribusi daerah serta penerimaan lain – lain yang sah dan

pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer .

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Bidang

penetapan dan penerimaan lain – lain  mempunyai fungsi  sebagai

berikut:

a. Mempelajari peraturan perundang – undangan  dan ketentuan

lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b. Mempelajari tugas petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas.

d. Perumusan kebijakan program kegiatan perhitungan dan penetapan

pendapatan asli daerah

e. Perumusan kebijakan pengelolaan lain –lain penerimaan yang sah

dan dana transfer.

f. Pelaksanaan kebijakan penilaian perhitungan dan penetapan

pendapatan asli daerah.

g. Penyusunan Pedoman, petunjuk tehnis dan petunjuk pelaksanaan

penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan lain –

lain yang sah dan dana transfer.



h. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi mengenai dana transfer.

i. Pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian kesesuain penetapan

terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah.

j. Pelaksanaan pelayanan terhadap pengelolaan pendapatan asli

daerah dan dana transfer.

k. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan.

l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

10. Kepala Sub Bidang Penetapan.

Kepala Sub Bidang penetapan mempunyai tugas pokok membantu

Kepala bidang penetapan dan penerimaan lainj –lain dibidang urusan

penetapan pajak dan retribusi daerah yang meliputi perhitungan,

penetapan dan penerbitan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi

daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat  (1) Kepala Sub

Bidang penetapan  mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mempelajari perturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya

untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan penetapan pajak

daerah dan retribusi daerah.

e. Pengaturan penyelenggaraan urusan penetapan pajak dan retribusi

daerah.



f. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penetapan

pajak dan retribusi daerah.

g. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.

h. Membuat telaahaan staf kepada atasan.

i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk

mendorong kelancaran tugas.

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Kepala Sub Bidang penerimaan lain –lain dan dana Transfer.

Kepala Sub Bidang penerimaan lain – lain dan dana transfer

mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang penetapan dan

penerimaan lain – lain dibidang urusan penerimaan lain –lain dan dana

transfer dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Sub

Bidang penerimaan lain – lain dan dana transfer mempunyai fungsi

sebagai berikut

a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya

untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan penerimaan lain –

lain dan dana transfer.

e. Pengaturan penyelenggaraan urusan penerimaan lain – lain dan

dana transfer.



f. Pelaksanaan penyelenggaran urusan penerimaan lain – lain dan

dana transfer.

g. Pengawasan penyelenggaraan urusan penerimaan lain – lain dan

dana transfer.

h. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.

i. Membuat telaahan staf kepada atasan.

j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk

mendorong kelancaran tugas.

12. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok

menylenggarakan  pembinaan dan pengembangan kegitan pembukuan

pelaporan, monitoring dan Evaluasi pendapatan daerah serta

mengadakan legalisasi dan pengadministrasian  surat surat berharga.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat  (1) kepala Bidang

pembukuan dan pelaporan  mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya

yang menunjang pelaksanaan tugas.

b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan pembukuan,

pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengendalian benda berharga.

e. Pengaturan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan,

monitoring, evaluasi dan pengendalian benda berharga.

f. Pengawasan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan,

monitoring, evaluasi dan pengendalian benda berharga.



g. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.

h. Membuat telaahan staf kepada atasan.

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan dalam urusan

pembukuan, pelaporan penerimaan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Bidang

pembukuan dan pelaporan  mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mempelajari peraturan perundang - undangan dan ketentuan lainnya

untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c. Menyusun rencana kerja sebai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d. Mengkoordinasikan rencana strategi dan rencana Anggaran  Satuan

kerja Sub. bidang pembukuan dan laporan pengeluaran dengan

kepala Bidang dan para  kepala Sub bidang lingkup bidang

Pembukuan dan pelaporan.

e. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan pembukuan,

pelaporan penerimaan daerah.

f. Pengaturan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan

penerimaan daerah.

g. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan

penerimaan daerah.



h. Pengawasan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan

penerimaan daerah.

i. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan.

j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

14. Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Benda

Berharga.

Kepala Sub bidang Monitoring evaluasi dan pengendalian benda

berharga  mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang, pembukuan

dan pelaporan dalam urusan monitoring, Evaluasi pendapatan daerah

dan pengendalian benda berharga.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat  (1)  Kepala Sub

Bidang Monitoring, Evaluasi dan pengendalian benda berharga

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya

untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan monitoring,

Evaluasi penerimaan daerah dan pengendalian benda berharga.

e. Pengaturan penyelenggaraan urusan monitoring, evaluasi

penerimaan daerah dan pengendalian benda berharga.

f. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan monitoring, evaluasi

penerimaan daerah dan pengendalian benda berharga.



g. Pengawasan penyelenggaraan urusan monitoring, evaluasi

penerimaan daerah dan pengendalian benda berharga.

h. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.

i. Membuat telaahan staf kepada atasan.

j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk

mendorong kelancaran tugas.

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

15. Kepala Bidang Pembinaan dan Penagihan .

Kepala bidang Pembinaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok

melaksanakan tugas – tugas dalam bidang pembinaan, pengawasan

terhadap pendapatan daerah serta kegiatan penagihan dan keberatan

wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat  (1) Kepala Bidang

Pembinaan dan Penagihan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya

untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas

d. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan pembinaan

dan penagihan.

e. Pengaturan penyelenggaraan urusan pembinaan dan penagihan.

f. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pembinaan dan penagihan.

g. Pengurusan penyelenggaraan urusan pembinaan dan penagihan.

h. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafya.



i. Membuat telaahan staf  kepada atasan.

j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk

mendorong kelancaran tugas.

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan.

Fungsi sebagai Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembinaan dan

Penagihan dalam urusan penyelenggaraan pembinaan wajib pajak

daerah dan Retribusi daerah serta melakukan pengawasan terhadap

pungutan pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat  (1) kepala Sub

Bidang Pembinaan dan pengawasan mempunyai berikut :

a. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya

untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d. Menilai kinerja unit  kerjanya dan seluruh stafnya.

e. Membuat telaahan staf  kepada atasan.

f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk

mendorong kelancaran tugas.

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

17. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.



Kepala Sub Bidang penagihan dan keberatan mempunyai tugas

pokok melaksanakan tugas – tugas bidang pembinaan dan penagihan

dalam urusan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta

mengkoordinasikan seluruh laporan atau permohonan keberatan yang

masuk.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) kepala sub bidang

penagihan dan keberatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya

untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d. Perumusan rencana kebijakan urusan penyelenggaraan penagihan

dan keberatan.

e. Pengaturan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan penagihan

dan keberatan.

f. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan penagihan

dan keberatan.

g. Pengawasan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan penagihan

dan keberatan.

h. Membina dan mengkoordinir tugas –tugas kerja di seksinya.

i. Membantu kepala bidang  dalam pembinaan dan pengembangan

pegawai dilingkup seksinya.

j. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan.

k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan  oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.



F. Gambaran Struktur organisasi

Berdasarkan peraturan daerah no. 11 Tahun 2016 tentang

pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Enrekang, bahwa

struktur organisasi Badan Pendapatan daerah Kabupaten Enrekang adalah

sebagai berikut :

Kepala Badan membawahkan sekretaris dengan 4 (empat) bidang,

yaitu:

1. Bidang Perencanaan pendaftaran dan Pendataan

2. Bidang Penetapatan dan penerimaan lain - lain

3. Bidang Pembukuan pelaporan dan Monev

4. Bidang Penagihan dan pengawasan

a. Sekretariat membawahkan 3 (Tiga) subagian, yaitu :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian keuangan

3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

b. Bidang Perencanaan Pendaftaran dan Pendataan 2 (Dua) Sub

Bidang, yaitu :

1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan

2) Kepala Sub Bidang Pendaftaran Pendataan.

c. Bidang Penetapan dan Penerimaan Lain-lain 2 (Dua) Sub Bidang,

yaitu :

1) Kepala Sub Bidang Penetapan.

2) Kepala Sub Bidang Penerimaan Lain-lain dan Dana Transfer.

d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan 2 (Dua) Sub Bidang, yaitu :

1) Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan



2) Kepala Sub Bidang Monitoring evaluasi dan Pengendalaian

benda berharga.

e. Bidang  Pembinaan dan Penagihan  2 (Dua) Sub Bidang, yaitu :

1) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan.

2) Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.

f. UPT
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G. Visi dan Misi  Badan Pendapatan  Keuangan dan Asset Daerah

Visi: “Terwujudnya optimalisasi penerimaan daerah menuju enrekang

maju, aman, dan sejahtera”

Misi:

1. Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah nerdasarkan

potensi yang dimiliki

2. Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan daerah

sesuai ketentuan yang berlaku

3. Meningkatkan sumber daya aparatur agar penatausahaan

pengelolaan penerimaan keuangan daerah berjalan dengan

efektif transparan dan akuntabel



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas

Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintah daerah dikelola dalam APBD. Badan pendapatan Daerah

Kabupaten Enrekang mendapatakan penerimaan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah

Pendapatan daerah asli daerah terbagi:

a. Pajak daerah

b. Retribusi daerah

2. Dana perimbangan

Dana perimbangan terbagi atas:

a. Bagi hasil pajak

b. Bagi hasil bukan pajak

c. Dana alokasi umum

d. Dana alokasi khusus fisik

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

4. Pembiayaan penerimaan

Penerimaan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai

penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

Semua laporan pendapatan daerah ditangani oleh bidang pembukan

dan pelaporan di badan pendapatan daerah kabupaten enrekang.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa pendapatan daerah yang

dilakukan oleh  badan pendapatan daerah kabupaten enrekang masih belum

mencapai target jika dilihat dari target dan realisasi yang di dapatkan.



Dari data yang diterima dapat dikatakan masih jauh dari target. Data

tersebut juga diapresiasi bahwa penerimaan pendapatan daerah belum

terlaksana dengan baik dengan melihat realisasi yang diperoleh jauh dari

target yang telah ditentukan. Angka tersebut masih jauh melihat banyaknya

jenis penerimaan daerah.

Melihat penerimaan daerah yang didominan oleh pajak, maka proses

pemungutan pajak oleh badan pendapatan daerah kabupaten enrekang

terdapat beberapa tahap mulai Dalam prakteknya pada Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Enrekang penerimaan kas dimulai dari bagian pendataan

objek pajak, kemudian ke bagian penetapan pembuatan Surat Ketetapan

Pajak Daerah (SKPD) atau surat ketetapan retribusi yang telah

ditandatangani oleh penggunaan anggaran kemudian diserahkan wajib

pajak/retribusi yang kemudian menjadi pedoman bagi wajib pajak/wajib

retribusi untuk membayar pajak atau retribusi yang terutang. Kemudian

melakukan penagihan atas pajak yang terutang. Untuk mempermudah wajib

pajak dan retribusi dalam membayar dan menyetorkan pajaknya menunjuk

kolektor untuk melaksanakan pemungutan. Kolektor turun langsung

dilapangan, selain tugas mendata wajib pajak/retribusi, memberikan formulir

ke wajib pajak dan menyampaikan jumlah utang pajak kepada wajib pajak,

kolektor juga diberi wewenang untuk melaksanakan pemungutan kepada

wajib pajak. Hal ini karena untuk mempermudah wwajib pajak dalam

membayar pajaknya sesuai dengan hasil wawancar adengan pihak badan

pendapatan daerah sebagai berikut.

“kolektor itu turun langsung yntuk memungut pajak berdasarkan surat
ketetapan pajak daerah (SKPD). Jadi kolektor disini memberikan surat
pemberitahuan pajak kepada wajib pajak/retribusi, lalu kita keluarkan



namanya surat ketetapan pajak daerah. Nah kolektor disitu juga memungut
pajak sesuai SKPD tadi”

Dijelaskan lagi bahwa.

“kita lakukan seperti ini karna kalau tidak dilaksanakan begitu mungkin
tidak ada yang mau bayar pajak/retribusi. Lokasi kita juga ini akan cukup
lkasi pajak jauh-jauh semua jadi sulit bagi mereka untuk datang
bayarpajak/retribusi pajak/retribusi.

Lalu wajib pajak/retribusi membayar pajak/retribusi langsung kepada

bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan menyetor penerimaan

daerah ke rekening Kas Daerah (KASDA) pada Bank Sulsel-Bar selaku Bank

pemerintah yang ditunjuk sebagai kas umum daerah. Semua penerimaaan

disetor oleh bendahara penerimaan ke rekening kas daerah paling lambat

1(satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Untuk daerah

yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan

transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetor maka hal ini akan

ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Hal tersebuat menujukkan

pengendalian terhadap uang yang memiliki risiko terkait dengan sifat-

sifatnya.

Gambar 5.1
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B. Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Kas

Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) adalah sistem

pengendalian interen yang diselenggarakan secara menyeluruh di

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian

intern tidak dirancang untuk dapat mendeteksi adanya kesalaha-kesalahan,

tetapi lebih mengutamakan pada usaha-usaha pencegahan dan mengurangi

kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan.

Penerapan SPIP bersifat menyatu dan menjadi bagian integral dari

kegiatan pemerintah. SPIP berjalan bersama-sama dengan kegiatan lain

dalam satuan kerja. Pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan

pada pendapatan daerah kabupaten enrekang dapat dilihat berdasarkan

unsur-unsur SPIP yang diatur dalam peraturan pemerintah tahun 2008

tentang sistem pengendalian internal pemerintah, dengan uraian sebagai

berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian yang diterapkan pada badan pendapatan

daerah kabupaten enrekang sebagai berikut:

a. Penegakkan nilai integritas dan nilai etika

Pembangunan integritas dan nilai etika dalam sebuah

organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui

peraturan yang berintegritas yang baik dan melaksanakan

kewajibannya dengan sepenuh hati dan berlandaskan pada nilai

etika yang seharusnya ditaati oleh seluruh pegawai tanpa

terkecuali. Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan

sehingga, akan menjadi sebuah kebutuhan dan bukan



keterpaksaan. Jadi, menegakkan nilai integritas dan etika dalam

instansi pemerintah harus dilaksanakan terus-menerus. Penegakan

nilai integritas dan nilai etika dapat dilihat pada visi, misi yang ada

pada badan pendapatan daerah kabupaten enrekang. Adanya visi

dan misi badan pendapatan daerah kabupaten enrekang dapat

menciptakan suasana yang kondusif baik itu kepala badan, kepala

bagian, sampai semua staf untuk mencapai fungsi masing-masing.

Simbol enrekang maju aman dan sejahtera menjadi nilai tersendiri

untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen dalam kompetensi mengacu pada kewajiban

pegawai di bidang masing-masing menunjukkan posisi atau jabatan

pegawai harusnya disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki

dan menetapkan pegawai sesuai keahliannya. Komitmen terhadap

kompetensi dilakukan oleh badan pendapatan daerah kabupaten

enrekang dalam peningkatan pegawai pada jabatan tertentu

mengacu pada kompetensi yang dimiliki masing-masing

pegawainya.

c. Kepemimpinan kondusif

Kepemimpinan yang kondusif merupakan kemauan dan

kemampuan pimpinan instansi untuk menciptakan suasana kondusif

yang mampu mendorong stafnya agar mau bekerja untuk mencapai

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan dari kepemimpinan

kondusif sebagai tauladan untuk dituruti seluruh pegawai dalam

menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk mendorong terwujudnya



hal tersebut maka diperlukan aturan kepemimpinan yang baik

kepada seluruh pegawai. Pada badan pendapatan daerah

kabupaten enrekang penerapan kepemimpinan yang kondusif dapat

ditelaah melalui visi dan misi kabupaten dan juga badan

pendapatan daerah kabupaten enrekang, aturan mengenai fungsi

dan tugas masing-masing mulai dari kepala badan dan seluruh

pegawai serta sturan tambahan oleh pemerintah.

d. Pembentukan striuktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Berdasarkan struktur organisasi yang ada pada badan

pendapatan daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan dan

disesuaikan dengan sumber daya yang ada telah digunakan sebaik

mungkin. Berdasarkan peraturan pemerintah no. 18 tahun 2016

tentang perangkat daerah, aturan ini memberikan arah dan

pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat

daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan

nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi

kelembagaan pusat dan daerah. Badan daerah merupakan

pelaksanaan fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi

sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi

mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintah yang

diserahkan kepada daerah. Aturan susunan organisasi perangkat

daerah pada badan daerah kabupaten dibagi atas 3 tipe. Melihat

struktur badan pendapatan daerah maka berada pada tipe A terdiri

atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas tiga sub bagian dan paling



banyak 4 bidang yang terdiri atas paling banyak tiga seksi.

Berdasarkan ketentuan tersebut struktur organisasi dinas

pendapatan daerah sudah memenuhi tipe tersebut. Adapun

tambahan UPTD sebagai pelaksanaan teknis dalam menjalankan

program badan pendapatan daerah ketika diperlukan.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Pada pelaksanaan pemungutan pajak restoran dinas

memberikan otoritas penuh pada bagian. Seksi pajak sebagai

penyedia SPTPD dan mengeluarkan SKPD dan melaksanakan

pemungutan yang selanjutnya dibuatkan laporan pada seksi

pencatatan dan pelaporan. Pemberian otoritas kepada bagian

penerimaan merupakan implementasi pendelegasian wewenang

dan tanggung jawab yang tepat utamanya dalam pelaksanaan

pemungutan pajak restoran.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumber daya manusia

Adanya pelatihan khusus bagi pegawai di bidang penerimaan

badan pendapatan daerah utamanya bagi pelaksana pemungutan

pajak restoran dapan meningkatkan kinerja dari pegawai tersebut

dalam hasil wawancara dengan pihak DPKAD dijelaskan sebagai

berikut.

“kalau pelatihan itu tidak ada karena, aturan itu itu saja dari
dulu. Jadi kalau ada pelatihan, pelatihan apa juga yang mau kita
lakukan kalau tidak ada perubahan aturan yang baru kita adakan
pelatihan”.

Tidak adanya pelatihan bagi pegawai khususnya untuk

pelaksanaan pemungutan pajak restoran karena tidak ada



perubahan pada aturan yang ada sehingga, belum diperlukan

melakukan pelatihan melihat aturan yang selalu sama tiap

tahunnya. Dengan aturan yang tidak berubah maka pegawai tetap

bisa melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan pengalaman

yang mereka miliki.

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang

efektif

Wujud pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah maka

pemerintah kabupaten enrekang bekerja sama dengan perangkat

daerah atau lembaga lain yang terkait. Penyelenggaraan sosialisasi

implementasi SPIP pengelolaan penerimaan daerah bagi pimpinan

SKPD lingkup pemerintah kabupaten enrekang dilakukan sebagai

upaya pencegahan korupsi di lingkungan internal pemerintah

daerah. Dalam pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak

restoran berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa

pelaksanaan pemungutan oleh kolektor tetap diawasi oleh bagian

penerimaan dengan cara kunjungan ke lokasi pemungutan untuk

memantau pelaksanaan pemungutan pajak tersebut.

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Hubungan yang baik selalu dijaga oleh kepala badan

pendapatan daerah dengan pihak-pihak lain dalam hubungan kerja.

Mekanisme penerimaan kas yang sebagian besar pendapatannya

berasal dari pajak, sehingga pemungutan pajak   hanya

memungkinkan untuk dilaksanakan oleh satu SKPD sehingga



dalam pelaksanaannya hanya ditangani oleh Badan Pendapatan

Daerah.

2. Penilaian resiko

Tidak hanya pimpinan yang bertanggung jawab atas penilaian risiko

yang harus dihadapi suatu organisasi atau instansi pemerintah,

melainkan seluruh pegawai harus mampu mengidentifikasi, memantau,

mengevaluasi kemungkinan yang akan terjadi. Penilaian resiko pada

pendapatan daerah kabupaten enrekang dimulai dari pembentukan visi

dan misi yang terintegrasi dengan fungsi utamanya. Dari visi dan misi

yang ingin diterapkan badan pendapatan daerah yaitu terwujudnya

optimalisasi penerimaan daerah menuju enrekang maju, aman, dan

sejahtera.

Adapun resiko yang mungkin timbul, baik bersifat internal maupun

eksternal tetap harus diidentifikasi. Permasalahan internal seperti

peralatan yang tidak memadai, sumber daya manusia yang tidak

kompeten dan lingkungan kerja yang tidak kondusif harus selalu dalam

pengawasan badan bahkan masalah eksternal seperti perubahan

struktur pemerintah, bencana alam dan gangguan dari luar. Setelah

resiko diketahui maka, selanjutnya pimpinan mengambil keputusan

apakah resiko tersebut diterima atau menolak untuk mengambil suatu

keputusan. Proses penilaian resiko dalam penerimaan pendapatan

dalam penerimaan kas dapat membantu dalam meningkatkan dalam

dan optimalisasi dalam pelaporan. Berdasarkan hasil penelitian,

penilaian resiko terhadap penerimaan kas oleh badan pendapatan

daerah kabupaten enrekang sebagai berikut:



a. Identifikasi resiko

Penerimaan kas syarat akan resiko yang akan muncul dalam

pelaksanaannya. Masalah yang diidentifikasi yaitu tidak

terlaksananya pemungutan pajak dengan baik , pelayanan yang

kurang baik, kurangnya kepatuhan dari wajib pajak bahkan

pemungutan sama sekali tidak terlaksana yang mengarah pada

tidak terealisasinya pajak sesuai dengan anggaran. Dengan

berbagai resiko yang mungkin ada di badan pendapatan daerah

tentunya harus sigap dalam menentukan sikap.

b. Analisis resiko

Apabila target yang ditentukan lebih tinggi dari realisasi maka

ada konsekuensi yang terjadi seperti pemaparan dari pihak badan

pendapatan sebagai berikut

“ kenapa kita pasang target rendah, karena kalo kita target
tinggi itu akan menjadi utang nantinya. Jadi itu akan menjadi
kewajiban untuk melunasinya”.

Adapun untuk mengatasi adanya penyelewengan kas maka

Badan Pendapatan daerah menerapkan prosedur penerimaan kas.

Masalah lain juga terjadi dalam penerimaan kas atas pembayaran

pajak seperti kebanyakan lokasi yang jauh dari kantor pembayaran

pajak membuat wajib pajak terbebani dalam pembayaran pajaknya.

Resiko yang belum teridentifikasi seperti menunjukkan kolektor

sebagai petugas pelaksanaan pemungutan mulai dari pemberian

formulir, menyampaikan SKPD menarik pajak serta menyetor yang

bisa dilakukan satu orang sehingga, sangat rawan oleh

penyelewengan adapun penetapan target pendapatan daerah yang



cenderung tidak berubah tiap tahun dan sengaja ditargetkan untuk

memudahkan dalam realisasi melebihi target membuat optimalisasi

pendapatan tidak maksimal.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan reaksi aktif atas penilaian risiko

yang telah dilakukan sehingga, mampu meminimalisir risiko yang

teridentifikasi. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan dan

prosedur dalam pelaksanaan penerimaan kas dalam hal ini pungutan

pajak yang ditetapkan pimpinan untuk memberikan keyakinan memadai

bahwa tujuan telah tercapai. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Enrekang telah mengupayakan penanggulangan atas masalah

pemungutan dalam peningkatan penerimaan kas. Berdasarkan

informasi yang diterima mengenai upaya Badan Pendapatan Daerah

dalam kegiatan pengendalian penerimaan pajak yaitu untuk menangani

masalh kurangnya kepatuhan penerimaan pajak dalam membayar

sendiri pajaknya maka badan pendapatan melakukan pemungutan

langsung dilokasi pajak. Upaya ini juga diakui untuk membantu wajib

pajak agar mudah dalam membayar pajak. Adapun penerapan dari

unsur-unsur kegiatan pengendalian terdiri atas.

a. Review Atas Kinerja Instansi Pemerintah Terkait.

Pada pelaksanaan penerimaan kas evaluasi kinerja dilakukan

setiap bulan. Kegiatan rutin bulanan untuk mengavaluasi hasil

kinerja kolektor atas tanggung jawabnya dalam penerimaan kas

yang diperoleh.



b. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia sangat penting dalam pelaksaaan

kegiatan. Sumber daya yang ada harus dibina agar seluruh program

dapat tercapai dan tujuan dapat terealisasi sesuai keinginan.

Sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Enrekang sudah cukup baik dilihat dari kualitas dan kuantitasnya.

Pembinaan sumber daya manusia pada pelaksanaan penerimaan

kas dilaksanakan oleh kepala Badan Pendapatan Daerah dengan

cara visi, misi dan tujuan disampaikan secara jelas kepada seluruh

pegawainya.

c. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Setiap penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pajak di

proses dengan sistem komputerisasi, sehingga output yang keluar

yaitu SKPD dengan memberikan nomor rekening wajib pajak

dengan jumlah ketetapan pajak yang terutang. Kemudia setelah

wajib pajak membayar pajaknya, data pelunasan ke mudian di input

menggunakan nomor rekening yang terdapat pada SKPD sehingga,

otomatis data yang akan menunjukan kesesuaian data. Pengunaan

nomor rekening berguna juga untuk melacak wajib pajak melalui

sistem untuk penentuan kurang bayar atau tidak bayar pajak.

d. Pemisahan Fungsi

Berkaitan dengan pemisahan fungsi dalam penerimaan kas

atas penrimaan pajak oleh Badan Pendapat Daerah Kabupaten

Enrekang masih belum diterapkan dengan baik. Pada penyampaian

setoran pajak dilakukan oleh seorang kolektor untuk setiap



kecamatan. Kolektor juga menjabat sebagai perantara pebayaran

antara wajib pajak ke bendahara penerimaan sehingga, dengan

demikian seorang kolektor memiliki fungsi ganda yang sangat

rawan penyelewengan.

e. Otorisasi Atas Transaksi Dan Kejadian Yang Penting.

Setiap transaksi yang terjadi dalam penerimaan kas atas

penerimaan pajak telah dicatat dengan beberapa formulir yang

dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah

mengeluarkan SKPD untuk mengetahui jumlah pendapatan yang

diterima daerah kemudian setelah itu penentu besarnya pokok

pajak yang terutang. Pada prosedur pemungutan pajak otorisasi

atas kejadian atau transaksi di otorisasi pada bagian-bagian dalam

badan sesuai dengan fungsinya.

f. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan

kejadian

Pada pelaksanaan pembukuan dan pelaporan masih belum

akurat pada beberapa hal. Laporan penerimaan kas yang diterima

di badan pendapatan daerah kadang tidak sesuai dengan yang ada

di penerimaan kas daerah. Sehingga untuk mencocokan laporan

penerimaan kas memerlukan waktu yang lama.

g. Pembatasan akses sumber dan pencatatannya

Badan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang menerbitakan

surat tugas untuk kolektor di setiap kecamatan sebagai

pelaksanaan pemungutan pajak. Kolektor bertanggung jawab atas

pengawasan dimasing-masing lokasi. Jadi. Hanya kolektor yang



telah ditunjuk berhak memungut pajak dari wajib pajak pada lokasi

di setiap kecamatan. Akses terhadap arsip dan database pajak

hanya bisa dilakukan oleh seksi pajak dan seksi pelaporan.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan omunikasi yang berkualitas dan efektif dapat

mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang

tepat dan membantu pegawai untuk mampu memahami tugas dan

tanggungjawabnya pada akhirnya mampu memeperkuat sistem

pengendalian itu sendiri. Untuk dapat menciptakan komunikasi dan

informasi dan komunikasi yang efektif berdasarka PP Nomr 60 tahun

2008 dengan kriteria yaitu mampu menyediakan dan memanfaatkan

berbagai sarana komunikasi dan mampu mengelola, mengembangkan

dan memperbarui sistem informasi terus menerus.

Badan pendapatan daerah kabupaten enrekang telah menerapkan

suatu sistem informasi keuangan yang berbasis komputer dan

terintegrasi dengan sistem-sistem lainya. Adapun alternatif lain dalam

proses komunikasi dan penyampaian informasi dapat diakses pada web

resmi  badan pendapatan. Adnya web diharapkan menunjang kinerja

pegawai serta menyediakan informasi bagi masyarakat. Namun

pengelolaan situs web dari badan pendapatan ini tidak dilaksanakan

dengan baik. Data yang termuat di dalam tidak pernah diperbarui. Web

yang seharusnya mencerminkan bagaimana kinerja pegawai dan

bahkan menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan jika digunakan

sebagai media untuk sosialisasi program pemerintah,



Pada penerimaan kas daerah belum ada sistem terkhusu yang

diterapkan oleh badan pendapatan daerah. Satu-satunya sistem yang

dimiliki badan pendapatan daerah dalam penerimaan kas daerah yaitu

sistem komputer yang terbatas pada mengelola data penerimaan kas

daerah.

5. Pemantauan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris badan pendapatan

daerah bahwa, pengawasan di badan pendapatan daerah dilakukan

setiap hari, sekretari badan pendapatan daerah  sendiri memantau

kinerja karyawanya. Setiap laporan yang terkait dengan penerimaan kas

daerah selalu melapor ke sekretaris sebelum ditanda tangani oleh

kepala badan pendapatan daerah sehingga untuk terjadi kesalahan atau

kecurangan bisa di kendalian sedini mungkin.

C. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal terhadap penerimaan kas pada

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang

Berdasarkan uraian sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)

yang tercermin pada pelaksanaan penerimaan kas maka, evaluasi sistem

pengendalian internalnya sebagai berikut:



Tabel 5.1

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Unsur-Unsur  SPIP (PP

No.60 tahun 2008)
Evaluasi Analisis

1. Lingkungan

pengendalian

a. Penegakan

integritas dan nilai

etika
Sesuai

Berpedoman pada strategi

dari visi, misi dan tujuan

Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Enrekang

b. Pembentukan

struktur organisasi

sesuai dengan

kebutuhan
Sesuai

Penbentukan struktur

organisasi yang efektif,

efisiensi dan rasional sesuai

dengan kebutuhan dari Badan

Pendapatan Daerah

Kabupaten Enrekang

c. Penyusun dan

penerapan

kebijakan yang

sehat tentang

pembinaan sumber

daya manusia

Belum sesuai

Pembinaan sumber daya

manusia untuk

penyelenggaraan pemungutan

pajak restoran seperti

pelatihan-pelatihan jarang

dilakukan karena aturan yang

tidak berubah sehingga

pegawai cukup mengandalkan



pengalaman untuk

pelaksanaan tugas

d. Komitmen terhadap

kompetensi
Sesuai

Pengangkatan dan penentuan

posisi jabatan kepada masing-

masing pegawai berdasarkan

keputusan Bupati

e. Pendelegasian

wewenang dan

tanggung jawab

yang tepat Sesuai

Wewenang dan tanggung

jawab atas laporan

penerimaan pendapatan

daerah di serahkan pada

bagian pembukuan dan

pelaporan Badan Pendapatan

Daerah

f. Perwujudan peran

aparat pengawasan

internal pemerintah

yang efektif
Sesuai

Adanya kerja sama antara

Badan Pendapatan Daerah

dengan inspektorat

kabupaten/kota dalam setiap

kegiatan yang dilaksankan

Badan Pendapatan Daerah

g. Hubungan kerja

yang baik dengan

instansi pemerintah

terkait
Belum sesuai

Dalam pelaporan penerimaan

kas dilakukan oleh Badan

Pendapatan Daerah, akan

tetapi dalam penerimaan kas

memerlukan hubungan kerja

sama yang baik dengan



instansi yang lain untuk

mendukung pencapaian

tujuan.

h. Kepemimpinan yang

kondusif

Sudah sesuai

Adanya tugas dan fungsi pada

setiap fugsi Badan

Pendapatan Daerah

menunjukan pembagian kerja

yang jelas

2. Penilain resiko

a. Identifikasi risiko

Sesuai

Proses identifikasi risiko

dilakukan sejak awal

perencanaan untuk

mendeteksi kemungkinan-

kemungkinan yang akan

terjadi dalam penerimaan kas

b. Analisis risiko

Belum sesuai

Adanya pengendalian yang

dilakukan oleh Badan

Pendapatan Daerah dalam

penerimaan kas untuk

membuat sikap terhadap risiko

yang muncul dan apakah

risiko tersebut diterima atau

menolak untuk memberi

keputusan. Adapaun dalam

pelaksanaan penerimaan kas



analisis risiko yang dilakukan

masih terbatas dengan melihat

banyaknya risiko yang belum

dideteksi seperti dampak dari

target yang ditetapkan rendah

3. Kegiatan

pengendalian

a. Review atas kinerja

instansi terkait

Sudah Sesuai

Adanya review atas kinerja

dari kolektor untuk

mengevaluasi hasil kinerja

dalam pemungutan pajak

serta membandingkan target

dan realisasi pemungutan

yang didapatkan

b. Pembatasan akses

sumber dan

pencatatan

Sesuai

Badan Pendapatan Daerah

bertanggung jawab atas

pelaporan pendapatan daerah

sehingga, dalam penerimaan

pendapatan daerah hanya

kolektor yang berhak untuk

melakukan pemungutan

c. Pencatatan yang

akurat dan tepat

waktu atas transaksi

dan kejadian

Sesuai

Pencatatan dalam penerimaan

kas yang akurat selalu disertai

dengan dokumen dan setiap

waktu



d. Otorisasi atas

transaksi dan

kejadian yang

penting

Belum sesuai

Setiap transaksi yang

dilaksanakan Badan

Pendapatan Daerah sudah

menggunakan formulir dan

bukti yang sah sehingga,

pencatatan pun sudah sesuai

dengan keadaan sebenarnya.

Akan tetapi  bukti transaksi

dan formulir yang digunakan

kolekter belum lengkap atau

jumlah pajak atas setiap wajib

pajak yang dicetak masih

mudah untuk disalahgunakan

e. Pemisahan fungsi

Sesuai

Pelaksanaan teknis

penerimaan kas

mencerminkan pemisahan

fungsi yang baik. Antara

bagian pendataan dan

penerimaan kas telah

dilakukan pemisahan fungsi

tugas.

f. Pembinaan dan

sumber daya
Sesuai

Adanya penyampaian visi dan

misi yang jelas kepada seluruh

pegawai serta pemberlakuan

budaya yang baik di



lingkungan Badan Pendapatan

Daerah untuk menunjang

sumber daya manusia yang

lebih baik lagi.

g. Pengendalian atas

pengelolaan sistem

informasi

Sesuai

Adanya penggunaan sistem

yang terkomputerisasi pada

saat laporan realisasi

membuat laporan realisasi

lebih efektif dan efisiensi dan

menunjukkan pengendalian

yang baik atas sistem

informasi.

4. Informasi dan

komunikasi

Belum sesuai

Adanya penggunaan sistem

informasi yang terintegrasi

yang ada pada Badan

Pendapatan Daerah. Adapun

penyampaian informasi ke

masyarakat belum terlalu baik,

contohnya pada pelaksanaan

pajak belum ada sistem

terkhusus yang digunakan, hal

ini berakibat kepada

pelaksanaa penerimaan yang

efektif. Penyampaian

pelaksana kegiatan



pengendalian tidak tercapai.

5. Pemantauan

Sesuai

Proses pemantauan

penerimaan kas yang

dilakukan oleh sekretaris

Badan Pendapatan Daerah

baik internal dan eksternal.

Sumber: Data Hasil Olahan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Venna Maria Aroran,

Jantje Tinangon, Dan Novi S. Budiarso pada Dinas Pendapatan Daerah Kota

Manado tahun 2016 tentang evaluasi penerapan sistem pengendalian

penerimaan kas menunjukan, dalam mewujudkan pengelolaan keuangan

negara yang akuntabel dan transparan, Dinas Pendapatan Daerah Kota

Manado melaksanakan sistem pengendalian penerimaan kas untuk

mengontrol jalannya pelaporan penerimaan kas dan kegiatan lainya sesuai

dengan  komponen-komponen peraturan pemerintah No 60 tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah berjalan dengan

semestinya.

Hal ini sejalan dengan  dengan penelitian yang dilakukan pada Badan

Pendapatan Kabuapaten Enrekang yang menunjukan hasil penelitian bahwa

sistem pengendalian intern telah berjalan sesuai dengan peraturan berlaku.

Dengan melihat komponen-komponen sistem pengendalian inten yakni

lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi

dan komunikasi, dan pemantauan sudah berjalan sesuai peraturan

pemerintah No 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern

pemerintah.



Selain penelitian tersebut dihasilkan pula penelitian yang dilakukan oleh

Dandy Girindra Wardhana tahun 2013 tentang evaluasi sistem pengendalian

intern pada Dinas Kepolisian Polres Kabuapaten Bondowoso. Penelitian

yang dilakukan menunjukan bahwa sistem pengendalian intern pada Dinas

Kepolisian Polres Kabuapaten Bondowoso masih belum sepenuhnya

berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pemerintahan. Hal ini

disebabkan Polres Kabuapaten Bondowoso kekurangan jumlah personil

serta staf, yang mengakibatkan tumpang tindihnya pembagian tugas dan

wewenang yang dimana hal ini dapat mengakibatkan kecurangan sewaktu-

waktu. Tidak hanya itu, ketika pengendalian intern akuntansi yang diterapkan

masih lemah, maka kendala yang disajikan dalam laporan keuangan akan

diragukan sehingga kegiatan pengendalianya tidak sesuai dengan penelitian

yang digunakan.

D. Manfaat Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Dari evaluasi terhadap pengendalian internal kas, melalui sistem

penerimaan kas dalam kaitannya dengan hasil pemeriksaan (audit) BPK

dalam waktu anggaran tahun 2017, dan penerapan PP No.60 Tahun 2008

tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka terlihat bahwa

Sistem pengendalian internal kas melalui unsur-unsur Lingkungan

Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan

Komunikasi, serta Pemantauan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Enrekang belum berjalan dengan baik.

Diharapkan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemda

Kabupaten Enrekang , maka Opini hasil Audit BPK tahun 2017 yaitu WDP



(Wajar Dengan Pengecualiaan) akan merubah opini menjadi WTP (Wajar

Tanpa Pengecualian) pada masa-masa mendatang.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,

dapat diambil suatu kesimpulan bahwa evaluasi pengendalian internal

terhadap penerimaan kas di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Enrekang  belum terlaksana dengan baik dilihat dari realisasi penerimaan

yang kurang melebihi targetnya. Adapun unsur-unsur sistem pengendalian

internal menurut peraturan nomor 60 tahun 2008 tentang sistem

pengendalian internal pemerintah sudah dilaksanakan oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dalam kaitanya penerimaan

kasbelum terpenuhinya unsur-unsur tersebut. Penetapan target penerimaan

kas terlalu tinggi dibandingkan jumlah realisasinya berdampak pada tidak

tercapainya optimalisasi penerimaan kas.

Sistem pengendalian internal yang diterapkan Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Enrekang masih belum berjalan dengan baik. Terdapat

masih ada sejumlah kelemahan yang dapat dijumpai dalam setiap unsur

sistem pengendalian internal saling terkait dengan yang lain serta saling

mempengaruhi. Kelemahan sistem pengendalian  internal penerimaan kas

dimulai pada unsur penilain risiko. Penilain risiko yang berjalan dengan baik

berakibat pada risiko yang materil tidak teridentifikasi sehingga, tidak analisis

terhadap risiko tersebut. Ketika Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Enrekang salah dalam menilai risiko maka, unsur lain dalam pengendalian

internal juga tidak berjalan dengan semestinya. Unsur kegiatan

pengendalian yang merupakan respon yang dilakukan untuk mengatasi



risiko yang sebelumnya telah teridentifikasi  menjadi salah arah sebagai

akibat dari risiko yang tidak teridentifikas. Setelah itu seluruh penyelenggara

sistem pengendalian internal pemerintah harus diinformasikan dan

dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan terus menerus guna perbaikan

yang berkesinambungan.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian ini yang diharapkan menjadi

masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihakyang terkait dalam

berkepentingan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk instansi terkait agar sistem pengendalian internal dalam kaitanya

dengan dalam penerimaan kas agar lebih diperhatikan dan dijalankan

dengan semestinya.

2. Untuk instansi terkait agar membuat Standar Operasional Prosedur SOP

agar penerimaan kas daerah berjalan dengan sesuai aturan.

3. Bagi setiap elemen pemerintah menjadi pengawas sistem pengendalian

internal yang baik dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan

pemerintah dengan sistem yang transparan oleh lembaga terkait.

4. Untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan metode pengumpulan

data dengan metode yang lai dan juga diharapkan cakupan penelitian

yang lebih luas.
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